




A. Latar Belakang 
Perdagangan manusia (Human Trafficking) merupakan masalah nasional dan 
internasional bagi berbagai bangsa di dunia termasuk Indonesia. Masalah perdagangan 
orang masih menjadi salah satu ancaman besar dimana perempuan dan anak yang harus 
menjadi korbannya. Kejahatan ini marak diperbincangkan di media massa, walau 
sesungguhnya trafficking bukanlah isu yang baru di Indonesia, melainkan kegiatan 
trafficking ini serupa dengan perbudakan di masa lampau, karena sama-sama 
melakukan eksploitasi terhadap seseorang. Dalam sejarah bangsa Indonesia 
perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan dan penghambaan dimana pada saat 
itu perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Kondisi 
tersebut berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapatkan 
imbalan dan juga kawin kontrak. Sebenarnya sistem feodal di masa lampau tidak 
sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang sepeti yang dikenal dalam 
masyarakat moden saat ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk 
landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini1. Kondisi 
tersebut tidak hanya terjadi pada masa feodal namun juga hal serupa pernah terjadi 
pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), yaitu komersialisasi seks terus 
berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi 
pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia 
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dan Hong Kong untuk melayani para perwira tinggi Jepang2. Bahkan Plato dalam 
mahakarya Republik disekitar abad 400 SM pernah menyebutkan bahwa perempuan 
sama halnya dengan budak dan anak-anak, tidak berhak atas kehidupan publik. Dia 
hanya objek bagi seksualitas laki-laki. Dan perbudakan itu dari dulu hingga sekarang 
masih tetap ada, dan muncul dalam dimensi baru yaitu trafficking3. 
Perdagangan manusia terutama perempuan dan anak merupakan pengingkaran 
terhadap kedudukan hakiki manusia sebagai subyek hukum. Menimbulkan masalah 
kemanusian yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk sosial. 
Karena perdagangan manusia melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, 
penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan 
prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-
praktik serupa. Perdagangan manusia terutama perempuan dan anak mempunyai 
jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan 
negara serta norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan dan dilandasi penghormatan 
terhadap hak asasi manuisa. Perdagangan manusia dapat mengambil korban dari 
siapapun, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada 
umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti misalnya: laki-laki, perempuan dan 
anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh 
perkotaan mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas yang terlibat 
masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi 
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krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit 
keras, atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, 
seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak jalanan, 
korban penculikan,  janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan 
dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang 
menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih. 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan 
bahwa Provinsi Kalimantan Timur rawan terjadi perdagangan manusia, dikarenakan 
daerah tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia baik sisi darat atau laut. 
Berdasarkan laporan di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2008, kasus 
trafficking sebagai berikut 4 : 
Tabel 1.1 
Data Kasus Trafficking di Kalimantan Timur 
No Tahun Kasus 
1. 2004 76 kasus 
2. 2005 71 kasus 
3. 2006 84 kasus 
4. 2007 177 kasus 
5. 2008 199 kasus 
 
Sumber : Zulkarnaen, Iskandar. 2010. Perdagangan Manusia Rawan Di Kaltim. 
http://www.antarakaltim.com. (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 23.11).  
 
Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi 
Nasional Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan Dan Anak, 
Departmen Sosial mempunyai tanggung jawab dan tugas pokok dalam hal penyiapan 
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rumah perlindungan/protection home, penyiapan krisis dan trauma, peningkatan fungsi 
panti rehabilitasi, optimalisasi lembaga konsultasi keluarga, dan advokasi 
kesejahteraan sosial keluarga5.  
Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki 
tempat perlindungan bagi korban trafficking yaitu UPTD Panti Sosial Karya Wanita 
Harapan Mulia Samarinda. Dimana ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu korban 
trafficking yang mengalami kekerasan seksual dan trauma agar mendapatkan 
perlindungan, pelayanan kesejahteraan sosial, rehabilitasi, konsultasi, bimbingan 
keterampilan, mental dan sosial. Diketahui bahwa sebagian besar kejadian trafficking 
wanita terjadi di Kota Samarinda pada tahun 2008 – 2016 yaitu sebagai berikut 6: 
Tabel 1.2 
Korban Trafficking berdasarkan tempat kejadian di Samarinda 
No Tahun Korban 
1. 2008 7 orang 
2. 2009 9 orang 
3. 2010 2 orang 
4. 2011 1 orang 
5. 2012 2 orang 
6. 2013 1 orang 
7. 2014 3 orang 
8. 2015 2 orang 
9. 2016 5 orang 
 
Sumber : Wahyuni. 2016. Peranan UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam 
menangani kasus trafficking (perdagangan manusia) khususnya perempuan. eJournal Pembangunan 
Sosial. 4 (1) : 100-114. Hlm 101 
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6 Wahyuni.2016. Peranan UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam 
menangani kasus trafficking (perdagangan manusia) khususnya perempuan. eJournal Pembangunan 
Sosial. 4 (1) : 100-114. Hlm 101 
5 
 
Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada tabel 1.2 diatas menunjukkan 
mengenai data korban trafficking yang ditangani oleh PSKW Harapan Mulia selama 
tahun 2008 hingga tahun 2016. Dimana paparan data korban trafficking pada tabel 
tersebut berdasarkan tempat kejadian yaitu khusus terjadi di kota samarinda. Korban 
trafficking tersebut sangat memerlukan perlindungan atau pertolongan dari berbagai 
pihak agar dapat meringankan bebannya, berupa bimbingan, siraman rohani dan 
keterampilan.  
Melihat hal tersebut maka UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia 
Samarinda menyusun suatu kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 
sehingga dapat membantu korban trafficking secara maksimal. Dari beberapa kasus 
tersebut sebagian besar korban mengalami depresi, gangguan panik, gangguan 
perkembangan mental, gangguan perilaku dan emosi, perilaku agresif, phobia, 
insomnia hingga penyakit stress pasca traumatik. Melihat maraknya isu perdagangan 
manusia dan sebagai upaya agar dampak permasalahan ini tidak meluas serta 
berdampak semakin parah terhadap korban dan kehidupan masyarakat luas, maka 
dalam tulisan ini peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian bagaimana “Proses 
Rehabilitasi Psikososial Perempuan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) 
di UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarakan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, 
maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana Proses Rehabilitasi Psikososial Perempuan Korban Perdagangan Orang 
(Human Trafficking) di UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia 
Samarinda? 
2. Bagaimana Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Rehabilitasi Psikososial Perempuan 
Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) di UPTD Panti Sosial Karya 
Wanita Harapan Mulia Samarinda ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada perumusan masalah, tujuan untuk penelitian yang ingin 
dicapai yaitu : 
1. Mendeskripsikan Proses Rehabilitasi Psikososial Perempuan Korban Perdagangan 
Orang (Human Trafficking) di UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia 
Samarinda. 
2. Mendeskripsikan Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Rehabilitasi Psikososial 
Perempuan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) di UPTD Panti Sosial 
Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
keilmuan dan teoritis mengenai Proses Rehabilitasi Psikososial Perempuan Korban 
Perdagangan Orang (Human Trafficking) di UPTD Panti Sosial Karya Wanita 
Harapan Mulia Samarinda. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan 
7 
 
bagi akademis khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai masalah 
tersebut. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
maupun menjadi bahan pertimbangan dan meningkatkan pelayanan kepada klien, 
serta sebagai evaluasi terhadap peran pekerja sosial di UPTD Panti Sosial Karya 
Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menjalankan tugas dan perannya secara 
efektif dan efisien dalam proses Rehabilitasi Psikososial terhadap Perempuan 
Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking). 
 
E. Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk menghindari meluasnya pembahasan peneliti membatasi konsep -konsep 
yang tercantum dalam judul agar dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis, 
terarah, jelas dan fokus. Maka dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan 
pada : 
1. Proses Rehabilitasi Psikososial Perempuan Korban Perdagangan Orang (Human 
Trafficking) di UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda. 
a. Pemahaman tentang trafficking dan rehabilitasi psikososial 
b. Tahapan penerimaan klien 
c. Jangka waktu pemberian layanan 
d. Proses Rehabilitasi psikososial 
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2. Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Rehabilitasi Psikososial Perempuan Korban 
Perdagangan Orang (Human Trafficking) di UPTD Panti Sosial Karya Wanita 
Harapan Mulia Samarinda. 
a. Jumlah tenaga pekerja sosial 
b. Peran pekerja sosial dalam pelayanan rehabilitasi psikososial 
 
